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TENTANG

STANDAR PEL.dYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BALIIGAPAN

KEPATA DTNAS KEPENDTIDTTI({N DAI{ PENCATATAN SIPI
KOTA BALIKPAPAN.

Menimbang a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2Al4 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan untuk

memberikan kepastian, menrngkatkan kualitas dan kinerja pelayanan

sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat perlu disusun Standar Pelayanan

(SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tefiang Penyelenggaruan

Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2q06 tentang Administrasi

I(ependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 20A6 tentang Administrasi Itependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2A09 &ntang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L1.2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ?014 tenlang pemerintah Daerah

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2014Nomor244,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentattg Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Undang-UndangNomor30Tahunza:HkntangAdministrasi
Pemerintah an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan

undang-undang Nom ot 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2012Nomor2l5,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor535T);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daeruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor

714, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tettang Pelaksanaan

undang-undang Nomo 23 Tahun 2oa6 tentang Administrasi

Kependudukan sebag umana telah diub ah dengan undang-Undang

Nomor 24 Tahun }a:'3 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor IA2);

g. Feraturan presiden Nomor 96 Tahun 20Lt tentang Persyaratan dan

Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

10. Perafrxan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentanl,Pedoman standar Pelayanan

(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun2014Nomor6115)

11. PeraturaoMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2015 tentang Pedom an Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomot 147);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahvn

2AI5 Erfiang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit

KerjaYangMenanganiUrusanAdministrasiKependudukandi

Provinsi dan Kabu patenlKota (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 1799);

L3 . Peftturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 4 T ahun 2015 tentang T ata

Cara Perubahan ElemenDataPenduduk Dalam Karfu Tanda Penduduk

dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A15);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2A16 &ntang Kartr-r Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 80);

15. Perafixan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 terfiang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2A1l te*ang Pedoman Pnerbitan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukac Secara

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomot 256);

1,6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119

Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas

Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2OlS tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adrninisitrasi

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

ae$;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor & Tahun

2019 tentatg Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

(Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomot 152);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomot 1478),

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

20L9 tettang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14'79),

2l Peraturan Menteri Dd,arn Negeri Republik Indonesia Nomor I02

Tahun 2A19 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfataan Dala

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

I6r1);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104

Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nom ot 1742)'.

23. Perafriran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108



Tahun 2Ol9 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1789);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109

Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam

Administrasi Kependudukan @erita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1790);

25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2012

tentang Administrasi Kependudukan.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan (SP) Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Balikpapan, meliputi ruang lingkup pelayanan

a. Pendaftaran Penduduk;

b. Pencatatan Sipil; dan

c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

PemanfaatanData.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Balikpapan

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 188.4/13

/DUKCAPIL1}}}L Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Padatanggal : 202t

Nl}{AS
KEPElTB PEN TitN SIFIL
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LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SrPL NOMOR 188.4 I 
'4o 

I

DUKCAPILI}A?L TENTANG STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS KEPENDUDIJKAN DAN PENCATATAN

SIPL KOTA BALIKAPAPAN

A. STANDARPELAYANAN

I. Jenis Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan

1. Penerbitan Kartu Keluarga

2. Penerbitan KTP Elektronik dan KIA

3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang

5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

6. Penerbitan Surat Keterangafi Datang Dari Luar Negeri

7. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA (SKTT WNA)

8. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

9. Penerbitan Surat Keterangarl Pembatalan Perkawinan

10. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

11. Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak

I 2. Penerbitan Surat Pel epasan Kewargane garuafi

13. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas (Penduduk Rentan)

14. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

tr. Jenis Standar Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil

15. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

16. Penerbitan Kutipan Akta Kematian

17. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

18. Penerbitan Kutipan Alda Perceraian (
19. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

20. Penerbitan Kutipan Akta PengesahaR Anak

m. Jenis Standar Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data

2 1 . Pem anfa atan D ata Kependudukan (Antar In stansi)


